
 
 

para pihak yang dalam gugatan perceraiannya juga mempersoalkan 

pembagian harta bersama.Sebab dalam sebuah perceraian, dampak utama 

yang disebabkan dari perceraian yaitu anak.Dalam perceraian anak menjadi 

korban, yang mana berdampak pada psikis seorang anak. 

2. Hakim yang memeriksa serta memutus perkara gugat cerai yang disertai 

dengan tuntutan pembagian harta bersama diharapkan dapat melaksanakan 

perannya sebagai salah satu penegak hukum dan selalu mendasarkan pada 

hukum yang mengatur sebagai mana yang diatur dalam undang-undang. 

Apabila dalam pemeriksaan gugatan yang dikumulasikan menimbulkan 

problem, maka lebih baik gugatan tersebut berdiri  sesuai dengan pokok 

perkaranya, sehingga setiap perkara medapat putusan yang jelas. 
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